SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam
berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan
berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat
dipertanggungjawabkan, perlu didukung penyelenggaraan
perizinan di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi,
transparan, efesiensi, efektif, dan akuntabel;

b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah
tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan
kebutuhan Masyarakat sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu untuk menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor
3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 484 3) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5952);
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Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2362);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Pubik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomer 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5257);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6618);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6221);
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14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun

2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
210);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1956);

17. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik

Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata
Cara pelayanan Perizinan berusaha berbasis Risiko dan
Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Menetapkan

dan
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal |
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi
Kalimantan Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Nomor 11) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
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Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi
Kalimantan Utara.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya
disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi
dalam satu kesatuan proses, dimulai dari tahap
permohonan sampai dengan tahap penyelesaian
produk pelayanan melalui satu pintu.

Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk
melakukan usaha atau penanaman modal yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki
kewenangan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan
pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi untuk
keperluan usaha atau penanaman modal sesuai
dengan aturan/ketentuan perundang-undangan.
Izin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan
Peraturan Daerah dan/atau peraturan lainnya yang
merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau
diperbolehkannya orang perseorangan atau badan
hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan
tertentu.

Nonizin adalah dokumen yang diterbitkan
berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau peraturan
lainnya yang menyatakan sah atau
diperbolehkannya orang perseorangan atau badan
hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan
tertentu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP
adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang penanaman modal
dan pelayanan terpadu satu pintu daerah Provinsi
Kalimantan Utara.

Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Kalimantan Utara.

Tim Teknis adalah kelompok kerja yang dibentuk
sesuai kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan
PTSP, yang mempunyai kewenangan memberikan
rekomendasi atas penerbitan perizinan dan
nonperizinan.

Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan
menanam modal, baik oleh penanam modal dalam
negeri maupun penanam modal asing untuk
melakukan usaha di daerah.

Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau
badan usaha yang melakukan usaha dan/atau
kegiatan pada bidang tertentu.

Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan
kepada pelaku usaha untuk memulai dan
menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Risiko adalah terjadinya potensi cedera dan kerugian
dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan
akibat bahaya.
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Perizinan Berusaha Berbasis Resiko adalah
Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Resiko
kegiatan usaha.

Pertimbangan Teknis adalah pertimbangan yang
memuat persetujuan atau penolakan/tidak dapat
diproses terhadap seluruh maupun sebagai rencana
kegiatan beserta ketentuan dan syarat yang harus
dipenuhi oleh pemohon perizinan dan nonperizinan
dalam rangka kegiatan penanaman modal.
Pengawasan adalah upaya untuk memastikan
pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar
pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui
pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang
harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.

Pembinaan adalah upaya yang sistematis dan
berkesinambungan untuk meningkatkan komitmen,
kesadaran hukum, dan kinerja yang lebih baik
dalam melaksanakan kewajiban dan perintah dalam
perizinan berusaha sesuai dengan standar teknis
dan peraturan perundang-undangan.

Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang
dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan
pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan
sebagai kewajiban dan janji penyelenggaraan kepada
masyarakat dalam rangka pelayanan yang
berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian
instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai
proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan,
bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan
oleh siapa dilakukan.

Pelaporan adalah dokumen yang disampaikan
sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas pada periode waktu tertentu.

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian
kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan
pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk
atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif
yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan
publik.

Inovasi adalah gagasan baru yang diterapkan untuk
memprakarsai atau memperbarui suatu produk atau
proses dan jasa.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 5
Jenis pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, meliputi
sektor:
a. kelautan dan perikanan;

o0 o

pertanian;

lingkungan hidup dan kehutanan;
energi dan sumber daya mineral;
perindustrian;
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perdagangan;

pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
transportasi;

kesehatan, obat dan makanan;

pendidikan dan kebudayaan,

pariwisata;

pos, telekomunikasi, penyiaran dan sistem dan
transaksi elektronik;

ketenagakerjaan;

sosial.

3. Diantara Bab IV dan Bab V disisipkan 1 (satu) bab yakni
BAB IVA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA
PERIZINAN BERUSAHA

4. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 2 (dua) pasal,
yakni Pasal 10A dan Pasal 10B sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 10A

(1) Perizinan Berusaha mencakup:

a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
b. Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan
usaha.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha

(2)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Gubernur.

Pasal 10B
Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha,
Pelaku Usaha wajib memenuhi:
a. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau
b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Gubernur.

5. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 2 (dua) Pasal,
yakni Pasal 29A dan Pasal 29B sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 29A

(1) DPMPTSP dalam memberikan Pelayanan Publik
menerapkan pelayanan prima.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan prima
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Gubernur.




Pasal 29B
(1) DPMPTSP menerapkan inovasi untuk meningkatkan
penyelenggaraan PTSP.
(2) Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan
kepada masyarakat.

Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 20 Agustus 2024

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

\
| ttd
ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 20 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,
ttd
SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya

NIP. 197001032001121003

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA: (11-170/2024)




